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PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA   




Politeknik Ilmu Pemasyarakatan  
Abstrak 
(Pelaksanaan program pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIB 
Bireuen) Penilitian ini dilakukan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan program 
pembinaan narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Bireuen. Metode yang 
dilakukan dalam penilitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data dan observasi. 
Dalam pengumpulan data terlihat bahwa program pembinaan terhadap narapidana di lapas kelas 
IIB Bireuen berjalan cukup baik karena terdapat perubahan dari cabang rutan menjadi lapas kelas 
IIB, namun setelah dilakukan observasi masih banyak program pembinaan yang tidak dapat 
diaplikasikan menyeluruh dengan maksimal karena banyaknya penghuni lapas yang melebihi 
kapasitas atau biasa disebut over crowded, sarana prasarana  yang tidak mendukung dalam 
program pembinaan, serta alokasi dana yang diberikan terhadap lapas kelas IIB masih dengan 
dana cabang rutan sehingga masih kurang maksimal dalam pelaksanaan program pembinaan. 
Penelitian ini dilakukan agar program pembinaan bagi narapidana di lapas kelas IIB dapat 
diaplikasikan secara menyeluruh sehingga narapidana di lapas kelas IIB Bireuen dapat 
melaksanakan program pembinaan.  
Kata Kunci: Narapidana, Over Crowded, Program Pembinaan 
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Lembaga Pemasyarakatan disebut 
Lapas adalah sebuah institusi korektif 
yang menjadi pilihan tindakan pidana 
terakhir yang diberikan terhadap 
pelanggar hukum, Lembaga 
Pemasyarakatan sebagai institusi 
pelaksanaan pembinaan Narapidana 
dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lapas 
sebagai tempat berproses dan 
memperbaiki para pelanggar hukum 
yang disebut sebagai “penjahat”. 
Petugas Lapas tidak berhak menjadikan 
narapidana lebih buruk dari pada 
sebelumnya, oleh karena itu maka 
narapidana berhak diberikan 
pembinaan yang sebaik mungkin. 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai 
institusi berlangsungnya eksekusi atau 
pelaksanaan pidana bagi narapidana 
kurungan dan juga penjara berdasarkan 
putusan hakim. Lembaga 
Pemasyarakatan memiliki tugas untuk 
mewujudkan tujuan sistem peradilan 
pidana, yaitu : 
a. Tujuan jangka pendek, dimana 
sistem peradilan pidana bertujuan 
merehabilitasi, meresosialisasi atau 
memperbaiki pelaku tindak pidana. 
b. Tujuan jangka menengah yaitu 
sebagaimana fungsi peradilan hukum 
pidana dan fungsi khusus hukum 
pidana adalah menciptakan ketertiban 
umum dan mengendalikan kejahatan 
sampai pada titik yang paling rendah 
c. Tujuan jangka panjang yaitu 
sistem peradilan pidana bertujuan 
untuk menciptakan kesejahteraan 
sosial masyarakat. 
Akan tetapi harus kita akui bahwa 
untuk mencapai sistem 
pemasyarakatan yang baik masih 
terdapat banyak kendala yang harus 
dihadapi seperti didapatinya disparatis 
pemidanaan, keahlian dan ketrampilan 
petugas yang kurang, serta minimnya 
sarana prasarana dan lain sebagainya. 
Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 
12 Tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan menjelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan 
pemasyarakatan adalah kegiatan untuk 
melakukan pembinaan 
pemasyarakatan berdasarkan sistem, 
kelembagaan dan cara pembinaan yang 
merupakan bagian akhir dari sistem 
pemidanaan dalam tata peradilan 
pidana.  
Dalam sistem pemasyarakatan, 
tujuan pembinaan adalah guna 
membina dan mengarahkan narapidana 
pada tata cara kehidupan ke arah yang 
lebih mulia di masa depan nantinya, 
orientasi pembinaan yang dilakukan 
terhadap narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan adalah untuk memberi 
pedoman dan membentuk sikap mental 
narapidana agar menyesali perbuatan 
yang telah dilakukannya, tidak 
mengulangi dan mau memperbaiki diri 
dan menjadi insan yang berkepribadian 
luhur dan diterima kembali dalam 
bersosial masyarakat ( tidak ada stigma 
dalam masyarakat) oleh sebab itu maka 
dalam praktik dilaksanakannya 
program pembinaan bagi narapidana, 
petugas pemasyarakatan bertanggung 
jawab menjadi pembina narapidana 
kepada narapidana yang menerima 
pembinaan. Proses pembinaan di 
Lembaga Pemasyarakatan perlu 
dievaluasi dan ditingkatkan kembali 
agar narapidana dapat melaksanakan 
pembinaan dan dapat menjalankan 
masa pidananya sehingga dapat 
menjadikan narapidana itu bersikap 
baik, terampil dan menjadi bekal dalam 
tahapan reintegrasi sosial. Pembinaan 
narapidana tersebut sangatlah 
bergantung dari jumlah narapidana 
yang over crowded, sarana dan 
prasarana yang dimilki oleh Lembaga 
Pemasyarakatan sendiri sangatlah 
minim, sehingga pembinaan untuk 
narapidana tidak menyeluruh. 
Oleh karena itu dalam proses 
pembinaan narapidana, petugas 
pemasyarakatan tidak boleh 
memberikan pembinaan dengan 
semena-mena tanpa melibatkan 
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masyarakat, karena dapat kita ketahui 
bahwa masyarakatlah yang mengetahui 
dan menyambut baik apakah 
pembinaan bagi narapidana tersebut 
sesuai tepat pada  sasaran yaitu 
individu warga binaan pemasyarakatan 
atau tidak. Sebagaimana kita ketahui 
pada praktiknya banyak narapidana 
usai menjalani program pembinaan di 
dalam Lapas dan diketika reintegrasi 
sosial tidak merasa menyesal atas 
perbuatannya, dan tidak mempunyai 
bekal untuk dilaksanakan diketika telah 
menyelesaikan hukuman pidananya di 
dalam Lemaga Pemasyarakatan, bahkan 
sebaliknya narapidana menjadi lebih 
buruk dari pada sebelumnya, ini yang 
menjadi tugas penting bagi Petugas 
Pemasyarakatan dalam melakukan 
Pembinaan bagi Narapidana 
Dengan kondisi demikian institusi 
Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia 
perlu melakukan peningkatkan dan 
menerapkan aturan dan Standar 
Operasional yang sudah ditetapkan, 
supaya proses Pembinaan yang 
dilaksanakan di Lapas dapat terlaksana 
secara sesuai dan menyeluruh. 
Penilitian ini dilakukan dengan tujuan 
unuk mengetahui bagaimana SOP 
dalam pelaksanaan Program 
Pembinaan dan mengetahui indicator 
atau faktor apa saja yang menjadi 
penghambat pembinaan bagi 
Narapidana di Lapas Kelas IIB Bireuen. 
 
METODE PENELITIAN 
Penilitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode kualitatif yang 
bersifat deskriptif yaitu dilakukan 
dengan cara pengambilan data 
berdasarkan studi pusaka (library 
research). Dengan tipe penelitian 
hukum yang normatif, yaitu sesuatu 
penelitian yang mengkaji mengenai 
asas – asas hukum, sistematika hukum 
dan taraf sinkronisasi hukum. Sumber 
yangd igunakan dalam penelitian ini 
terdapat 2 tipe, yaitu : 
a.  Bahan Hukum Primer, 
merupakan bahan hukum yang 
mengikat, terdiri dari : 
1. Undang Undang Dasar  
Republik Indonesia Tahun 
1945 
2. Undang Undang Nomor 12 
Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan 
3. PP Nomor 31 tahun 1999 
tentang pembinaan dan 
pembimbingan 
Narapidana 
b.  Bahan Hukum sekunder 
merupakan bahan hukum yang 
menjelaskan mengenai bahan hukum 
primer tersebut, yaitu: 
1. Buku-Buku Literatur yang 
berhubungan 
permasalahan  
pengamanan di dalam 
Lapas 
2. Makalah/Jurnal/karya 
tulis ilmiah yang 
membahas tentang 
pembinaan narapidana di 
Lembaga pemasyarakatan. 
3. Hasil penelitian pakar yang 
berhubungan tentang 
penilitian pembinaan bagi 
narapidana di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pentingnya Program 
Pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB 
Bireuen 
Di Indonesia, terdapat sistem 
penjara dalam hukum pidana yang 
bertujuan untuk memperbaiki kondisi 
diri narapidana yang sedang menjalani 
masa hukumannya, hal ini dilakukan 
untuk membalas narapidana yang telah 
melakukan tindak pidana, pembalasan 
tersebut tidak bersifat sementara. Itu 
harus didasarkan pada hak asasi 
manusia, yaitu kemanusiaan dan 
kesejahteraan narapidana. 





Dalam sistem pemasyarakatan, 
pemasyarakatan memperlakukan 
narapidana sebagai penjahat, dan 
belum terlambat untuk menyesali dan 
menghentikan tindakan berulang. Oleh 
karena itu, petugas Lapas tidak dapat 
membuat situasi narapidana menjadi 
lebih buruk dari sebelumnya. 
Narapidana memiliki hak untuk 
mendapatkan hak dan menjalankan 
tugasnya saat melakukan hukuman 
pidana di Lapas. 
Dengan adanya Hak Hak 
narapidana yang disebutkan dalam 
Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, maka narapidana 
sangatlah berhak mendapatkan 
pembinaan selama menjalani hukuman 
pidananya di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan, hal ini dilakukan 
sebagai bentuk menjadikan narapidana 
dapat menyesali perbuatannya dan 
tidak melakukan pengulangan 
kejahatan tindak pidana lagi serta 
mempunyai bekal untuk kembali 
kedalam sosial masyarakat. 
Pembinaan Narapidana di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan mengacu 
kepada visi Negara Republik Indonesia 
yang termaktub dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 yang 
menyatakan bahwa tujuan dari negara 
Indonesia adalah untuk “melindungi 
segenap bangsa Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia 
demi mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat indonesia”, hal serupa 
dalam sistem Pemasyarakatan, 
sebagaimana kita ketahui bahwa 
Narapidana adalah Warga Negara 
Indonesia yang wajib menerima 
keamanan dan menerima pembinaan 
agar menjadi warga negara yang taat 
hukum dan dapat bersosial dengan 
masyaraka. 
Menurut Undang Undang 
Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 yang 
mengatakan bahwa Lembaga 
Pemasyarakatan merupakan institusi 
untuk pelaksanaan pembinaan 
narapidana dan anak didik 
Pemasyarakatan, sehingga sistem 
pemasyarakan ini selain bertujuan 
untuk mengembalikan warga Binaan 
Pemasyarakatan sebagai masyarakat 
dan warga negara yang taat hukum, 
baik dan benar juga memiliki orientasi 
untuk melindungi Warga Binaan 
Pemasyarakatan terhadap indikasi-
indikasi melakukan kembali tidak 
pidana.  
Lembaga Pemasyarakatan juga 
sebagai suatu institusi pemerintah yang 
sangat berpengaruh dalam melakukan 
pembinaan bagi Warga Binaan 
Pemasyarakatan, sebagaimana kita 
ketahui jika ada Warga Binaan 
Pemasyarakatan yang sudah menjalani 
Hukuman Pidana dan kemudian sudah 
dianggap bebas akan tetapi melakukan 
kembali tindak pidana, maka yang 
pertama kali bertanggung jawab adalah 
Lembaga Pemasyarakatan, maka oleh 
karena itu Lembaga Pemasyarakatan 
yang disebutkan sebagai institusi 
reintegrasi sosial, wajib hukumnya 
untuk merubah Warga Binaan 
Pemasyarakatan menjadi yang lebih 
baik dan menjadi manusia yang 
seutuhnya dan sadar akan 
kesalahannya yang telah diperbuat dan 
yang terpenting tidak melakukan 
kembali tindakan pidana.  
Hal ini tertuang pada pasal 2 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan, dalam 
pelaksanaan pembinaan yang baik dan 
menyeluruh bagi narapidana 
dibutuhkan situasi yang kondusif, 
fasilitas sarana prasarana yang 
memadai, dan alokasi dana pembinaan 
yang cukup, aspek program Pembinaan 
bagi Narapidana harus  diperhatikan 
untuk menghindari tidak efektifnya 
pembinaan yang akan menyebabkan 
tidak akan ada perubahan 
pembelajaran yang diterima Oleh 
Warga Binaan Pemasyarakatan, 
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sehingga menjadi Warga Binaan 
Pemasyarakatan melakukan Residivis 
atau melakukan kembali tindak pidana 
di dalam sosial masyarakat. 
B. Pelaksanaan SOP Program 
Pembinaan Terhadap 
Narapidana 
Pelaksanaan Program Pembinaan 
di Lembaga Pemasyarakatan yang baik 
adalah yang sesuai dengan sistem 
pemasyarakatan yang telah diatur 
dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan. Menurut Pasal 2 UU 
No. 12 Tahun 1995, tujuan dari 
pembinaan adalah “ Sistem 
Pemasyarakatan diselenggarakan 
dalam rangka membentuk Warga 
Binaan Pemasyarakatan agar menjadi 
manusia yang seutuhnya, sadar akan 
kesalahan, memperbaiki diri dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga bisa 
diterima kembali oleh lingkungan 
masyaraka, turut aktif berperan dalam 
hal pembangunan dan dapat hidup 
secara wajar sebagai warga negara yang 
baik dan juga bertanggung jawab”. 
Program pembinaan tentunya 
berpedoman pada peraturan yang 
berlaku berdasarkan Undang Undang 
Pemasyarakatan dan peraturan 
Pelaksana lainnya yang berdiri dalam 
hal Pembinaan terhadap narapida, 
adapun SOP yang dilakukan dalam 
Program dalam pelaksanaan 
pembinaaan terhadap Narapidana, 
sebagaimana menurut PP No. 31 Tahun 
1999 Tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan Pasal 2 yaitu: 
a. Program Pembinaan dan 
Pembimbingan meliputi kegiatan 
pembinaan dan pembimbingan 
kepribadian dan kemandirian. 
b.     Program Pembinaan 
diperuntukan bagi narapidana dan 
Anak Didik Pemasyarakatan. 
c.     Program Pembimbingan 
diperuntukkan bagi Klien 
Pemasyarakatan. 
Adapun menurut pasal 3 
pembinaan dan pembimbingan  
kepribadian dan kemandirian sesuai 
yang dimaksud dalam pasal 2 meliputi 
hal hal yang berkaitan dengan : 
a. Ketaqwaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. 
b. Kesadaran berbangsa dan 
bernegara. 
c. Intelektual. 
d. Sikap dan Perilaku. 
e. Kesehatan Jasmani dan 
Rokhani. 
f. Kesadaran hukum. 
g. Reintegrasi sehat dengan 
masyarakat. 
h. Keterampilan kerja, dan 
i. Latihan kerja dan produksi. 
 
Pada pasal 9 menjelaskan ada tiga 
tahap pembinaan yaitu Tahap Awal, 
Tahap Lanjutan, Tahap akhir. Yaitu : 
1. Pembinaan tahap awal, 
merupakan tahap administrasi dan 
orientasi (maksimum scurity) sejak 0 
hingga 1/3 masa pidana yang sesuai 
dengan pasal 11 Undang Undang Nomor 
12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. Tahap ini dilakukan 
terhadap narapidana, yang mana 
Narapidana harus menjalani beberapa 
proses yaitu penerimaan, pendaftaran 
dan penempatan. Proses ini dilakukan 
agar semua data narapidana dapat 
diketahui dan tersimpan rapi, selain itu 
juga, proses ini sangat penting terhadap 
program pembinaan terhadap 
narapidana nantinya, proses ini 
dilakukan sebelum narapidana 
melakukan program pembinaan selama 
masa pidana di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan. 
2. Pembinaan tahap lanjutan 
(medium security) ini dilakukan sejak 
1/3 sampai 1/2 masa pidana. Tahap 
pembinaan ini dilakukan setelah 
melewati masa awal pidana dan sudah 
diputuskan dalam hasil sidang Tim 
Pengamat Pemasyarakatan (TPP) 
lembaga Pemasyarakatan, maka 





Narapidana akan dialihkan dalam 
Pembinaan tahap lanjutan. Tahap 
lanjutan ini memiliki dua tahap yang 
meliputi : 
a. Tahap lanjutan pertama 
(medium Security) yang 
dimulai ketika berakhirnya 
masa pembinaan tahap awal 
atau 1/3 sampai dengan ½ dari 
masa pidana 
b. Tahap lanjutan kedua (medium 
security) tahap ini dimulai 
ketika berakhirnya pembinaan 
tahap lanjutan pertama sampai 
dengan 2/3 masa pidana (1/2 
sampai 2/3 masa pidana) 
 
3. Pembinaan Tahap Akhir. 
Pembinaan ini dilaksanakan pada saat 
narapidana berakhir dalam pembinaan 
tahap lanjutan hingga masa pidana dari 
narapidana tersebut ( 2/3 masa pidana) 
dan narapidana tersebut sudah 
memenuhi syarat syarat pembebasan 
dan pengembalian kepada lingkungan 
masyarakat seperti : program integrasi, 
pembebasan bersyarat (PB), Cuti 
Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti 
Bersyarat (CB), yang mana bimbingan 
pada tahap sudah mendapatkan ini 
beralih kepada Balai Pemasyarakatan 
(BAPAS) dan dilakukan pengawasan 
oleh Kejaksaan Negeri. 
 
C.  Aktivitas/Wujud Pembinaan 
Narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB 
Bireuen 
Pembinaan terhadap Narapidana 
harus berdasarkan aturan yang berlaku 
sesuai dengan SK Menteri Kehakiman 
No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang 
Pembinaan Narapidana/Tahanan, 
pembinaan terdapat  2 pola pembinaan, 
yaitu kepribadian dan pembinan 
kemandirian. 
1. Pembinaan Kepribadian 
Pembinaan Kepribadian adalah 
dimana pembinaan ini diberikan 
mempunyai arah pada pembinaan 
mental, spiritual dan jasmani 
narapidana. Pembinaan ini diberikan 
agar Narapidana tumbuh rasa 
penyesalan akan perbuatannya, 
sehingga narapidana dapat kembali 
dengan baik ke dalam masyarakat. Pada 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB ini 
memiliki kepribadian spiritual yang 
sangat baik, yang mana Lapas Kelas IIB 
memberikan pembinaan kepribadian 
berupa pengajian kitab kuning terhadap 
Narapidana. Narapidana wajib 
mengikuti pengajian kitab kuning 
selama menjalankan hukuman pidana 
di Lembaga Pemasyarakatan, 
pembinaan kepribadian ini dilakukan 
sama persis dengan pengajian yang 
dilakukan di luar Lembaga 
Pemasyarakatan, yang mana 
Narapidana diberikan Pengajian oleh 
TGK/Ustadz yang ada di kabupaten 
tersebut. 
Sesuai yang disimpulkan oleh 
Hasibuan (1994, h.80) terdapat dua tipe 
pengembangan sumber daya manusia 
yaitu : 
a. Pengembangan sumber daya 
manusia secara informal jenis 
pengembangan dengan mempelajari 
secara individu terhadap buku literatur 
sesuai dengan hal atau apa yang 
dilakukan. 
b. Pengembangan sumber daya 
manusia secara formal yang mana 
pengembangan yang diusahakan 
menggunakan cara mengusahakan 
pendidikan serta pelatihan, baik 
dilaksanakan secara personal ataupun 
berkelompok dengan lembaga 
pendidikan, yang mana tidak menutup 
kemungkinan untuk membangun relasi 
dengan pihak yang terlibat.  
Sesuai yang telah disampaikan di 
atas, kita dapat melihat bahwa 
pengembangan kepribadian sangat 
diperlukan, karena jika pengembangan 
kepribadian dilakukan, maka 
narapidana dapat memperoleh 
pembinaan atau menimba ilmu di lapas 
sehingga dapat lebih baik dalam 
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pembinaan spiritual semacam ini bisa 
mendekatkan narapidana kepada 
Tuhan Yang Maha Esa agar bisa sadar 
akan kesalahannya dan tidak 
melakukan pengulangan tindak pidana 
kembali. 
2. Pembinaan Kemandirian 
Pembinaan ini ditujukan untuk 
membina keterampilan dan bimbingan 
kerja narapidana. Ini adalah pembinaan 
mandiri bagi narapidana agar mereka 
dapat meningkatkan potensi dan 
bakatnya serta menyesuaikan dengan 
kemampuan dan minatnya untuk 
mendorong perkembangannya. 
Kemandirian bertujuan untuk 
meningkatkan ketrampilan para 
narapidana dan mempelajari lebih 
lanjut tentang perkembangan ilmu 
pengetahuan dalam kehidupan selama 
pelaksanaan KUHP Lembaga 
Pemasyarakatan. 
Seperti yang di maksudkan oleh 
G.Moedjanto (1993, h.4) tentang kata 
“terisolasi” adalah “Pengembangan 
Sumber Daya Manusia merupakan 
sebuah usaha yang digunakan untuk 
meningkatkan kemampuan seseorang 
untuk menghasilkan barang atau jasa 
yang dapat menghasilkan laba guna 
meningkatkan taraf hidupnya sendiri 
dan juga orang lain, lewat program 
pendidikan, pelatihan, kesehatan dan 
perbaikan gizi.” 
Pada Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIB Bireuen memiliki pembinaan 
kepribadian terhadap narapidana yang 
mana Narapidana di Lapas Kelas IIB 
Bireuen mendapatkan Kepribadian 
Kemandirian seperti : kerajinan 
mengelas, yang mana narapidana 
mendapatkan pembinaan mengelas 
besi dan menghasilkan rak sepatu, rak 
bunga, gantungan dan lain sebagainya. 
Adapaun yang sudah dihasilkan oleh 
Narapidana Menurut Observasi dan 
Wawancara dengan Narapidana dan 
juga KASI GIATJA Lapas Kelas IIB 
Bireuen bahwa dengan Kerajinan 
mengelas ini, narapidana sudah 
mendapatkan hasil upah dan pesanan 
oleh petugas pemasyarakatan bahkan 
warga sekitar. 
Adapun pembinaan kemandirian 
yang lain yaitu kerajinan membuat 
adonan kue oleh Narapidana 
perempuan, sebagaimana kita ketahui 
masih adanya narapidana perempuan 
di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, 
dan mereka juga dapat menerima 
pembinaan kemandirian, dan juga 
sudah menghasilkan upah dari 
pembinaan tersebut, seperti pesanan 
oleh Petugas Pemasyarakatan dalam 
acara besar Pemasyarakatan bahkan 
Kementrian. Selanjutnya menurut 
observasi, Lapas Kelas IIB Bireuen juga 
melaksanakan pembinaan kemandirian 
budidaya bayam hedroponik dan 
budidaya ikan lele, yang mana  hasil dari 
kemandirian ini sudah mendapatkan 
hasil yang luas dan hasil dari 
pembinaan tersebut sudah bisa dijual di 
luar Lembaga Pemasyarakatan. 
 
D. Faktor Penghambat atau 
Kendala yang dihadapi oleh 
Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIB Bireuen terhadap 
Pelaksanaan Pembinaan 
terhadap Narapidana 
Dilihat dari perspektif hambatan 
bagi Lapas Kelas IIB Bireuen, Selama 
Penulis melakukan Penelitian pada 
Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Bireuen, Penulis menemukan ada 
beberapa faktor yang menyebabkan 
Pelaksanaan Program Pembinaan 
terhadap Narapida yaitu: 
a. Internal 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
IIB Bireuen merupakan Lembaga 
Pemasyarakatan yang memilki 
kapasitas hunian 65 orang dan memiliki 
jumlah hunian 477 narapidana, hal ini 
tentunya menjadikan Lapas Kelas IIB 
tersebut sangatlah Over Crowded dan 
membuat Program Pembinaan sangat 
sulit dimaksimalkan karena jumlah 





petugas Pemasyarakatan Lapas Kelas 
IIB Bireuen tidak setara dengan Jumlah 
Narapidana yang membuat tidak 
terkontrolnya progam pembinaan. Dan 
selain jumlah yang tidak sesuai, ada 
beberapa kendala yang menghambat 
program Pembinaan terhadap 
Narapidana yaitu minim akan 
kelengkapan akan sarana dan 
prasarana, kurang variasi program 
pembinaan, anggaran Lembaga 
Pemasyarakatan, marketing produk 
karya kerja narapidana, serta 
kurangnya peran masyarakat yang 
peduli terhadap Program Narapidana. 
Program pembinaan juga harus 
didukung oleh sarana dan juga 
anggaran kepada Lapas Kelas IIB 
Bireuen, yang mana seperti penulis 
ketahui dengan hasil wawancara 
dengan KASI Giatja Lapas Kelas IIB 
Bireuen menjelaskan bahwa anggaran 
yang diberikan kepada Lapas Kelas IIB 
Bireuen  adalah anggaran untuk Cabang 
Rutan sedangkan Cabang Rutan sudah 
berubah menjadi Lapas Kelas IIB. Hal 
inilah yang menyebabkan anggaran 
untuk rencana pembinaan tidak ideal, 
bahkan Menurut Wawancara program 
pembinaan ini dilakukan dengan 
Melakukan Anggaran dari Petugas 
Pemasyarakatan sendiri demi jalannya 
Program Pembinaan Tersebut.  
Dalam hal dukungan masyarakat 
untuk rencana pengembangan 
narapidana, jika petugas 
pemasyarakatan dan masyarakat 
bekerja sama untuk rencana 
pengembangan narapidana, maka 
rencana tersebut harus dijalankan 
dengan cara yang terbaik. Namun pada 
penelitian ini, ada beberapa kecurangan 
yang terjadi yang dilakukan oleh 
petugas pemasyarakatan dalam 
program Pembinaan Narapidana yaitu 
pemungutan liar dan klasifikasi 
terhadap Narapidana, sebagaimana 
hasil wawancara dengan Narapidana 
yang mengatakan, narapidana yang bisa 
mengikuti pembinaan yaitu narapidana 
yang memberikan modal untuk adanya 
program pembinaan, dalam hal ini kita 
tidak bisa melihat dalam satu sesi yang 
mana petugas pemasyarakatan 
melakukan kesalahan, akan tetapi kita 
juga harus melihat dari segi anggaran 
yang tidak mendukung, jika seandainya 
tidak ditempuh hal tersebut, maka 
berakibat ditiadakan program 
pembinaan yang akan dilakukan di 
Lapas Tersebut. 
b. Eksternal 
Bagi narapidana dan aparat 
kepolisian, kondisi di luar penjara bisa 
diartikan sebagai semacam regulasi. 
Selama proses pembinaan, regulasi 
yang ada saat ini dengan jelas 
disebutkan, dan warga harus mematuhi 
regulasi tersebut, misalnya pembatasan 
hubungan dengan masyarakat luar, 
pembatasam akses terhadap hal yang 
berkenaan dengan publik, kehidupan 
keluarga, dan aktivitas yang disukainya. 
Mau coba kapan saja. Dengan ketentuan 
ini, dapat dikatakan bahwa dalam 
pengawasan yang ketat, narapidana 
memiliki ruang yang sangat terbatas. 
Namun masyarakat menempatkan di 
posisi yang sangat berarti, hal ini 
diperlukan supaya para napi tidak 
merasa “disia-siakan” serta melatih 
dengan cara apa dapat bermasyarakat 
dengan baik. Pada Lembaga 
Pemasyarakatan partisipasi 
masyarakat sangat rendah, perihal ini 
pula berhubungan dengan keahlian 
petugas dalam hal pengawasan  
narapidana. 
 
E. Solusi dalam emnagtasi 




Kelas IIB Bireuen 
Lembaga Pemasyarakatan harus 
mempunyai solusi yang bersifat tepat 
dan cermat supaya hasil yang didapat 
kemudian menjadi hal yang bermanfaat  
dan mendatangkan hasil yang 
Hibatul Azizi 




diinginkan. Menurut Siagian (2000, h. 
185), beberapa tahapan yang bisa 
dilakukan guna mengembangkan 
sumber daya manusia, yaitu: 
1) Penentuan Kebutuhan. 
2) Penentuan Sasaran. 
3) Penentuan Program. 
4) Identifikasi Prinsip-Prinsip 
Belajar. 
5) Pelaksanaan Program. 
6) Identifikasi Manfaat. 
7) Penilaian Program. 
 
Dari hal-hal di atas sekiranya 
sesuai  dengan apa yang diusahakan 
oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
IIB Bireuen, tetapi diluar perihal 
tersebut dalam riset yang penulis 
laksanakan, penulis menciptakan 
sesuatu awal baru serta bisa menjadi  
tidak seluruh masyarakat 
menyadarinya, ini adalah faktor 
penunjang keberhasilan program 
pembinaan narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen. 
Petugas Pemasyarakatan membagikan 
banyak kesempatan kepada masyarakat 
yang memiliki kemauan berkolaborasi 
dengan Lembaga Pemayarakatan, serta 
ini menyumbang kesempatan bagi 
narapidana untuk bisa berintegrasi 
dengan masyarakat, tidak hanya perihal 
tersebut Lembaga Pemasyarakatan pun 
mempunyai wilayah perkebunan di luar 
zona Lembaga Pemasyarakatan untuk 
mendukung asimilasi pada di tahap 
pembinaan. 
Proses pembinaan narapidana 
dalam bidang kegiatan pendidikan dan 
pembelajaran, Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen 
sanggup membangun sekolah di dalam 
lingkungan Lembaga Pemasyarakatan 
serta berhasil mencetak akademisi yang 
baik. Guna mengatasi masalah overload 
pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
IIB Bireuen, petugas Lapas 
mempekerjakan narapidana yang 
tugasnya untuk membantu jalannya 
kegiatan di Lapas, yakni Pemuka 
(pemimpin setiap blok), tamping dan 
pelayan. ketiga tokoh tadi dianggap 
sebagai media penghubung antara 
narapidana dan petugas/ apparat. 
Posisi tersebut dapat diperoleh dengan 
syarat-syarat khusus serta  menerima 
surat keputusan dari Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan. Lalu Narapidana ini 
berhak menerima premi yang dapat 
mendorong percepatan masa pidana 
yang tidak hanya dapat mengurangi 
jumlah narapidana Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen. 
Pihak Lapas juga memberikan 
peraturan bagi Narapidana yang 
melakukan pelanggaran berat diberi 
sanksi dengan memindahkannya ke 
Lapas lain 
Selain itu, untuk mengatasi 
stigmatisasi masyarakat yang memiliki 
kecenderungan berpendapat 
bahwasanya narapidana sebagai 
"sampah", hal ini tentunya sangat 
penting bagi pemerintah untuk 
berperan didalamnya, yaitu dengan 
memberikan sosialisasi atau 
pemyuluhan kepada masyarakat 
sebagai informasi dasar, yang juga 
bersifat preventif, guna menekan 
tindakan pidana lainnya. Menurut Rice 
dan Paisley dalam F. Rachmandi (1993, 
h.134), kampanye sebagai bentuk 
keinginan masyarakat dalam 
mempengaruhi kepercayaan dan 
perilaku orang lain menggunakan salah 
satu bentuk daya tarik komunikasi. 
Tujuan dari kampanye ini sendiri yaitu 
sebagai tindakan yang menciptkan 
suatu perubahan atau perbaikan di 
dalam masyarakat. 
Masyarakat beranggapan bahwa 
konsultasi seperti memasang baliho di 
poster dan menggunakan media massa 
untuk promosi merupakan hal yang 
dianggap sederhana, namun hasil yang 
didapat sangat membantu dalam 
mengubah persepsi masyarakat 
terhadap narapidana yang juga 
merupakan bagian dari negara kita dan 
harus dilestarikan. 





Para petugas Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen 
meyakini bahwa Narapidana harus 
diperlakukan yang baik dalam hal 
pendampingan narapidana. Ini 
semacam pembinaan yang menganut 
sistem personal admission (Pendekatan 
Personal), karena rasa kekeluargaan 
semacam ini akan muncul. Secara 
umum, pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen akan 
mengarah pada semacam sistem 
kekeluargaan, dan hubungan ini tidak 
akan meminimalisir rasa ketaatan 
narapidana terhadap petugas Lapas. 
Pembinaan  tidak hanya berujung 
dengan melakukan kekerasan, tetapi 
memberikan bekal bagi narapidana dan 




Pelaksanaan program pembinaan 
narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen 
berjalan sesuai yang tertera dalam SK 
Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04.10 
Tahun 1990 tentang Pembinaan 
Narapidana/Tahanan, dimana hal ini 
terdiri dari pembinaan kemandirian 
dan program kepribadian. Pembinaan 
kemandirian yang berupa pelatihan 
keterampilan dan pembimbingan 
kinerja, sedangkan pembinaan 
kepribadian berupa pendidikan mental, 
pembinaan spiritual dan pembinaan 
jasmani. Dan dalam pelaksanaannya 
mengacu pada UU No. 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan. Meskipun 
pada prakteknya terdapat hambatan 
dalam proses pembinaan narapidana, 
diantaranya : jumlah narapidana yang 
melebihi kapasitas, sarana prasarana 
yang kurang lengkap, kurangnya model 
pembinaan, anggaran, dan peran serta 
masyarakat. Dalam hal memasarkan 
produk hasil pembinaan juga masih 
menjadi kendala. Selain itu juga 
kurangnya pegawai pemasyarakatan 
untuk memantau program pembinaan 
pada narapidana. Sehingga proses 
pembinaan pada narapidana di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Bireuen dirasa belum maksimal.  
 
Saran 
Dalam proses pembinaan 
narapidana, perlu adanya solusi untuk 
menangani kendala yang dihadapi. 
Pembenahan sarana prasarana 
merupakan hal yang penting guna 
mendukung jalannya proses pembinaan 
narapidana, disamping itu juga dapat 
dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan kelebihan kapasitas di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan. Perlu 
adanya inovasi baru terkait program 
pembinaan, sehingga narapidana 
memiliki keterampilan, terutama 
keterampilan yang mendukung dan 
sesuai dengan kondisi terkini, sehingga 
narapidana dapat mengaplikasikannya 
ketika keluar dari dalam penjara. 
Memberikan anggaran khusus untuk 
mendukung proses pembinaan, dan 
mendukung peran aktif pegawai 
pemasyarakatan dalam proses 
pembinaan narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Bireuen.  
Serta membangun kerjasama dengan 
organisasi tertentu untuk memasarkan 
hasil pembinaan keterampilan 
narapidana, sehingga dapat tersalurkan 
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